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MENGADILI ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK 

PIDANA PERKOSAAN MENURUT UNDANG-

UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG 

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
1
 

Oleh:  Zulkarnain Lambanaung
2
 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui bagaimana pertanggung jawaban 

pidana anak pelaku perkosaan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 

Pengadilan Anak dan bagaimana mengadili 

anak pelaku tindak pidana perkosaan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  Dengan 

menggunakan metode penelitian yuridis 

normatif, disimpulkan: 1. Kategori usia anak 

yang dapat dijatuhi pidana adalah di atas 12 

tahun, anak yang belum berusia 14 (empat 

belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. 

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada 

anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari 

maksimum ancaman pidana penjara bagi orang 

dewasa, sedangkan pidana yang dilakukan anak 

merupakan tindak pidana yang diancam dengan 

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, 

pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun, dan penahanan 

terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan 

syarat, anak telah berumur 14 (empat belas) 

tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak 

pidana dengan ancaman pidana penjara 7 

(tujuh) tahun atau lebih. 2. Mengenai mengadili 

anak yang berhadapan dengan hukum, sejak 

tahap penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di persidangan diatur di dalam 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada intinya 

sistem peradilan pidana anak wajib 

mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, 

sistem peradilan pidana anak sebagaimana 

yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 

Tahun 2012, penyidikan dan penuntutan pidana 

Anak yang dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, 
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kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang 

ini, dan persidangan Anak yang dilakukan oleh 

pengadilan di lingkungan peradilan umum.  

Kata kunci: Mengadili anak, pelaku tindak 

pidana, perkosaan 

 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pada hakekatnya pengaturan mengenai 

anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi 

Indonesia yaitu berkaitan dengan pengaturan 

Hak Asasi Manusia yang diatur dalam Pasal 28 B 

angka 2 Undang t Undang Dasar 1945 yang 

mengatur mengenai hak tumbuh kembang 

anak serta mendapatkan perlindungan. 

Peraturan Perundang-Undangan lain yang telah 

dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk 

memberikan perlindungan hak terhadap anak 

antara lain : Undang-undang Nomor 4 Tahun 

1979 tentang Kesejahteraan anak, Undang t 

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 

Asasi Manusia, Undang t Undang Nomor 3 

Tahun 1997 yang dirubah dengan Undang t 

Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang 

Pengadilan Anak, Undang t Undang Nomor 23 

Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang t 

Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Anak, dimana secara substansinya 

Undang t Undang tersebut mengatur hak t hak 

anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, 

hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak 

untuk beribadah menurut agamanya, hak 

berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, 

beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial. 

Bahwa sesuai dengan maksud penulisan 

skripsi ini, Penulis hendak mengkaji tentang 

tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh 

anak. Saat ini tindak pidana perkosaan 

merupakan kejahatan yang cukup mendapat 

perhatian di kalangan masyarakat. Sering di 

koran atau majalah diberitakan terjadi tindak 

pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, 

sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada 

sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu 

bentuk kejahatan klasik yang akan selalu 

mengikuti perkembangan kebudayaan manusia 

itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang 

setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu 

berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak 

pidana perkosaan ini tidak hanya terjadi di 

kota-kota besar yang relatif lebih maju 

kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan 
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hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang 

relatif masih memegang nilai tradisi dan adat 

istiadat.
3
 

Korban kekerasan seksual atau perkosaan 

sangat berdampak terhadap diri Korban 

maupun Keluarga. Yaitu Korban kehilangan 

kepercayaan diri, Korban/Keluarga merasa 

tersisi di dalam pergaulan di lingkungan 

masyarakat, bahkan trauma yang mendalam 

terhadap diri Korban, apalagi Korbannya adalah 

anak-anak, begitu sulit untuk mengobati 

traumatis yang dialami korban, karena 

diperlukan waktu yang begitu lama untuk 

mengobatinya, sehingga mengakibatkan masa 

depan dari anak sebagai korban menjadi rusak 

atau menjadikan anak tanpa masa depan. 

Pendapat Penulis senada dengan yang 

disampaikan oleh Abar dan Subarjono yaitu, 

umum peristiwa tersebut dapat menimbulkan 

dampak jangka pendek maupun jangka 

panjang. Keduanya merupakan suatu proses 

adaptasi setelah seseorang mengalami 

peristiwa traumatis. Korban perkosaan dapat 

menjadi murung, menangis, mengucilkan diri, 

menyesali diri, merasa takut, dan sebagainya. 

Trauma yang dialami oleh korban perkosaan ini 

tidak sama antara satu korban dengan korban 

yang lain. Hal tersebut disebabkan oleh 

bermacam-macam hal seperti pengalaman 

hidup mereka, tingkat religiusitas yang 

berbeda, perlakuan saat perkosaan, situasi saat 

perkosaan, ataupun hubungan antara pelaku 

dengan korban. Situasi dalam masyarakat 

seringkali dapat memperburuk trauma yang 

dialami oleh korban. Media massa juga 

memiliki pengaruh terhadap keadaan yang 

dirasakan oleh korban. Pada kasus-kasus 

perkosaan, media massa memiliki peranan 

dalam membentuk opini masyarakat tentang 

korban perkosaan. Baik buruknya korban 

perkosaan dapat dipengaruhi oleh cara 

penulisan berita tersebut. Selama ini, para 

wartawan cenderung menggunakan bahasa 

denotatif dalam mendeskripsikan runtutan 

peristiwa perkosaan, termasuk deskripsi 

tentang korban sehingga posisi korban dalam 
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pandangan masyarakat semakin lemah. 

Terkadang korban merasa bahwa hidup mereka 

sudah berakhir dengan adanya peristiwa 

perkosaan yang dialami tersebut. Dalam kondisi 

seperti ini perasaan korban sangat labil dan 

merasakan kesedihan yang berlarut-larut. 

Mereka akan merasa bahwa nasib yang mereka 

alami sangat buruk. Selain itu ada kemungkinan 

bahwa mereka menyalahkan diri mereka 

sendiri atas terjadinya perkosaan yang mereka 

alami. Pada kasus-kasus seperti ini maka 

gangguan yang mungkin terjadi atau dialami 

oleh korban akan semakin kompleks.
 4
 

Menurut Penulis apa yang terkandung 

atau termuat dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah 

hak yang melekat terhadap diri anak baik 

sebagai korban maupun sebagai subjek pelaku 

tindak pidana.  

Bahwa untuk itu, berdasarkan uraian latar 

belakang di atas terdorong Penulis untuk 

mengangkat skripsi dengan judul : ^MENGADILI 

ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA 

PERKOSAAN MENURUT UNDANG-UNDANG 

NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM 

PERADILAN PIDANA ANAK Jo. UNDANG-

UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1997 TENTANG 

PENGADILAN ANAK_���     

 

B. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban 

pidana anak pelaku perkosaan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak jo. Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan 

Anak?  

2. Bagaimanakah mengadili anak pelaku 

tindak pidana perkosaan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1997 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak? 
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C. Metode Penulisan 

Metode penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian yuridis normatif, di mana di 

dalamnya penulis meneliti norma-norma yang 

terdapat dalam peraturan perundang-

undangan. Untuk menyelesaikan isu mengenai 

masalah dalam skripsi ini dan sekaligus 

memberikan preskripsi mengenai apa yang 

seyogyanya, penulis memerlukan sumber-

sumber yang disebut bahan hukum, baik bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier. 

 

PEMBAHASAN 

A. Pertanggung Jawaban Pidana Anak Pelaku 

Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 Jo. Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak 

Pemerintah pada tahun 2012 telah 

mengeluarkan Undang-Undang No.11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang 

mana Undang-Undang tersebut sudah dianggap 

tidak memenuhi kebutuhan hukum mayarakat 

saat ini, Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memiliki 

dasar filosofis yang sama dengan Undang-

Undang lain yakni bersumberkan pada 

Pancasila, karena Pancasila adalah sumber dari 

segala hukum dan juga sebagai dasar negera. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

khususnya dalam hal pertanggung jawaban atas 

perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak 

dapat diminimalisirkan dengan upaya diversi, 

upaya diversi ini merupakan pengalihan perkara 

di luar peradilan, sehingga umur 12-15 yang 

dianggap kemampuan berpikir lemah bisa 

dilakukan pelajaran berupa hukuman bukan 

hukuman pidana, sedangakan umur 15-18 

tahun ini juga bisa dibantu akan adanya diversi 

ini, apalagi usia anak 12-18 merupakan usia 

anak untuk memperoleh hak pendidikan untuk 

menjadi manusia yang berguna bagi nusa, 

bangsa, keluarga, masyarakat dan agama. 

Proses diversi ini dapat mengandung unsur 

rela berkorban yakni pihak keluarga korban rela 

berkorban bahwa perkaranya tidak dilanjutkan 

sampai ke meja pengadilan dan pelaku tidak 

mendapat hukuman sesuai dengan yang ada di 

KUHP maupun di UU Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena 

sudah ada kesepakatan di luar peradilan. 

Menurut penulis, bila pihak keluarga korban 

sepakat melakukan proses diversi ini maka 

secara tidak langsung pihak korban atau pihak 

terkait sudah melindungi keutuhan bangsa, 

karena anak merupakan pewaris 

kepemimpinan bangsa yang akan datang.
5
 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini 

terbentuk, Indonesia sudah mempunyai 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak yang merupakan landasan 

para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan 

maupun di Pengadilan Negeri) dalam 

melakukan beracara peradilan anak. Akan 

tetapi dalam pelaksanaannya Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 1997 cenderung merugikan 

anak, dan tidak secara keseluruhan melindungi 

hak-hak anak yang sedang berhadapan dengan 

hukum baik sebagai pelaku maupun korban, 

selain itu ada beberpa Undang-Undang yang 

memberikan beberapa perlindungan khusus 

kepada anak. 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang 

menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

1997 tentang Pengadilan Anak yang 

u�vÇ��µ�l�v� ��ZÁ�� Z�v�l� Ç�vP� ���l}v(o]l�

dengan ,µlµu[� adalah anak yang telah 

berumur 12 ( dua belas) tahun tetapi belum 

berumur 18 (delapan belas) tahun, maka disini 

jelas bahwa para pembentuk Undang-Undang 

telah sepakat bahwa umur 8 (delapan) tahun 

adalah memang suatu umur yang masih belum 

dapat dimintakan pertanggungjawaban atas 

perbuatan yang dilakukannya, karena anak 

yang berumur demikian masih belum mengerti 

apa yang dilakukannya. Apabila anak yang 

belum berumur 12 (dua belas) tahun 

melakukan atau diduga melakukan tindak 

pidana atau dengan kata lain bahwa anak 

tersebut belum genap berumur 18 (delapan 

belas) tahun maka anak tersebut akan tetap 

diadili di persidangan anak. Lebih jelas dalam 

W���o�îì��]���µ�l�v���ZÁ�W�^��o�u�Z�o� �]v��l�

pidana dilakukan oleh anak sebelum genap 
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berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan 

ke sidang pengadilan anak setelah anak yang 

bersangkutan melampaui batas umur 18 

(delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai 

umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap 

�]�iµl�v�l���]��vP��v�l_X
6
 

Bahwa tentang peradilan Anak diatur dalam 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Jo. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak,  Anak yang 

melakukan tindak pidana disebut dengan Anak 

yang Berkonflik dengan Hukum. Anak yang 

Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya 

disebut Anak yaitu anak yang telah berumur 12 

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 

(delapan belas) tahun yang diduga melakukan 

tindak pidana.
7
 

 

B. Mengadili Anak Pelaku Tindak Pidana 

Perkosaan Berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 Jo. Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak 

Pidana dan tindakan terhadap anak yang 

diduga melakukan tindak pidana, diatur oleh 

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang 

Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut : 

W���o� óì� W� ^Z]vP�vvÇ�� ����µ���vU� l�����v�

pribadi Anak, atau keadaan pada waktu 

dilakukan perbuatan atau yang terjadi 

kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan 

hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau 

mengenakan tindakan dengan 

mempertimbangkan segi keadilan dan 

l�u�vµ�]��v_X
8
 

Bahwa pada dasarnya sidang pengadilan 

anak dilakukan secara tertutup dengan Hakim 

Tunggal, Pasal 44 ayat 1 : Hakim memeriksa dan 

memutus perkara Anak dalam tingkat pertama 

dengan Hakim Tunggal.  

Pasal 52 : 

1) Ketua pengadilan wajib menetapkan 

Hakim atau majelis hakim untuk 

menangani perkara Anak paling lama 3 

(tiga) hari setelah menerima berkas 

perkara dari Penuntut Umum; 
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2) Hakim wajib mengupayakan Diversi 

paling lama 7 (tujuh) hari setelah 

ditetapkan oleh ketua pengadilan 

negeri sebagai Hakim; 

3) Diversi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 

(tiga puluh) hari; 

4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di 

ruang mediasi Pengadilan Negeri; 

5) Dalam hal proses Diversi berhasil 

mencapai kesepakatan, Hakim 

menyampaikan berita acara Diversi 

beserta kesepakatan Diversi kepada 

ketua pengadilan negeri untuk dibuat 

penetapan; 

6) Dalam hal Diversi tidak berhasil 

dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke 

tahap persidangan.
9
 

Bahwa tentang acara peradilan pidana anak 

diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

adalah sebagai berikut : 

a. Pembukaan sidang perkara pidana anak 

(Pasal 54); 

Pasal 54 : 

Hakim memeriksa perkara Anak dalam 

sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, 

kecuali pembacaan putusan.  

b. Laporan Pembimbing Kemasyarakatan 

(Pasal 57 ayat 1); 

Pasal 57 : 

1) Setelah surat dakwaan dibacakan, 

Hakim memerintahkan 

Pembimbing Kemasyarakatan 

membacakan laporan hasil 

penelitian kemasyarakatan 

mengenai Anak yang bersangkutan 

tanpa kehadiran Anak, kecuali 

Hakim berpendapat lain.
10

 

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan 

sidang tertutup untuk umum, Hakim 

memerintahkan pembimbing 

kemasyarakatan membacakan laporan 

hasil penelitian kemasyarakatan 

mengenai anak bersangkutan tanpa 

kehadiran anak. berarti menyampaikan 

secara tertulis, dan kelak apabila 

diperlukan dapat memberikan kesaksian 
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di depan Pengadilan Anak. Hakim wajib 

meminta penjelasan dari pembimbing 

kemasyarakatan atas hal-hal tertentu 

yang berhubungan dengan perkara anak 

untuk mendapatkan data yang lebih 

lengkap. Penjelasan ini diberikan dimuka 

sidang Pengadilan Anak.
11

 Laporan 

kemasyarakatan sesuai dengan Pasal 57 

ayat 2 berisi : 

Laporan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berisi:  

a. Data pribadi Anak, keluarga, 

pendidikan, dan kehidupan sosial;  

b. Latar belakang dilakukannya tindak 

pidana;  

c. Keadaan korban dalam hal ada 

korban dalam tindak pidana 

terhadap tubuh atau nyawa;  

d. Hal lain yang dianggap perlu;  

e. Berita acara Diversi; dan  

f. Kesimpulan dan rekomendasi dari 

Pembimbing Kemasyarakatan.
12

 

c. Pembukaan sidang Anak; 

Selanjutnya Hakim membuka sidang dan 

menyatakan sidang tertutup untuk 

umum. Terdakwa lalu di panggil ke ruang 

sidang bersama orang tua, wali, orang 

tua asuh, penasihat hukum, dan 

pembimbing kemasyarakatan. Hakim 

memeriksa identitas Terdakwa, setelah 

itu Hakim mempersilahkan Jaksa 

membacakan surat dakwaannya, setelah 

itu kepada Terdakwa atau Penasihat 

Hukum diberi kesempatan mengajukan 

tangkisan atau eksepsi atas dakwaan 

Jaksa Penuntut Umum.
13

 

d. Pemeriksaan Saksi hal ini dimuat dalam 

Pasal 58 dan Pasa 59;  

Pasal 58 : 

1) Pada saat memeriksa Anak Korban 

dan/atau Anak Saksi, Hakim dapat 

memerintahkan agar Anak dibawa 

keluar ruang sidang. 

2) Pada saat pemeriksaan Anak Korban 

dan/atau Anak Saksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), orang 

tua/Wali, Advokat atau pemberi 

bantuan hukum lainnya, dan 
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tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak 
13

 Abintoro Prakoso. Op. Cit.  

Pembimbing Kemasyarakatan tetap 

hadir. 

3) Dalam hal Anak Korban dan/atau 

Anak Saksi tidak dapat hadir untuk 

memberikan keterangan di depan 

sidang pengadilan, Hakim dapat 

memerintahkan Anak Korban 

dan/atau Anak Saksi didengar 

keterangannya:  

a. Di luar sidang pengadilan melalui 

perekaman elektronik yang 

dilakukan oleh Pembimbing 

Kemasyarakatan di daerah 

hukum setempat dengan dihadiri 

oleh Penyidik atau Penuntut 

Umum dan Advokat atau 

pemberi bantuan hukum lainnya; 

atau 

b. Melalui pemeriksaan langsung 

jarak jauh dengan alat 

komunikasi audiovisual dengan 

didampingi oleh orang tua/Wali, 

Pembimbing Kemasyarakatan 

atau pendamping lainnya.
14

 

Pasal 59 : 

Sidang Anak dilanjutkan setelah Anak 

diberitahukan mengenai keterangan yang 

telah diberikan oleh Anak Korban 

dan/atau Anak Saksi pada saat Anak 

berada di luar ruang sidang pengadilan.
15

 

e. Mengemukakan hal yang bermanfaat 

bagi anak dimuat dalam Pasal 60; 

Pasal 60 : 

1) Sebelum menjatuhkan putusan, 

Hakim memberikan kesempatan 

kepada orang tua/Wali dan/atau 

pendamping untuk mengemukakan 

hal yang bermanfaat bagi Anak. 

2) Dalam hal tertentu Anak Korban 

diberi kesempatan oleh Hakim untuk 

menyampaikan pendapat tentang 

perkara yang bersangkutan. 

3) Hakim wajib mempertimbangkan 

laporan penelitian kemasyarakatan 

dari Pembimbing Kemasyarakatan 

sebelum menjatuhkan putusan 

perkara. 

                                                           
14

 Pasal 58 ayat 1, 2, 3. Undang-Undang No. 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
15

 Pasal 59 ayat 1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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4) Dalam hal laporan penelitian 

kemasyarakatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) tidak 

dipertimbangkan dalam putusan 

Hakim, putusan batal demi hukum.
16

  

f. Vonis (putusan Hakim) dimuat pada Pasal 

61 dan Pasal 62; 

Pasal 61 : 

1) Pembacaan putusan pengadilan 

dilakukan dalam sidang yang 

terbuka untuk umum dan dapat 

tidak dihadiri oleh Anak. 

2) Identitas Anak, Anak Korban, 

dan/atau Anak Saksi tetap harus 

dirahasiakan oleh media massa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 dengan hanya menggunakan 

inisial tanpa gambar.
17

  

Pasal 62 : 

1) Pengadilan wajib memberikan 

petikan putusan pada hari putusan 

diucapkan kepada Anak atau 

Advokat atau pemberi bantuan 

hukum lainnya, Pembimbing 

Kemasyarakatan, dan Penuntut 

Umum. 

2) Pengadilan wajib memberikan 

salinan putusan paling lama 5 (lima) 

hari sejak putusan diucapkan kepada 

Anak atau Advokat atau pemberi 

bantuan hukum lainnya, 

Pembimbing Kemasyarakatan, dan 

Penuntut Umum.
18

  

 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Kategori usia anak yang dapat dijatuhi 

pidana adalah di atas 12 tahun, anak yang 

belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya 

dapat dikenai tindakan. Pidana penjara yang 

dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 

1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman 

pidana penjara bagi orang dewasa, 

sedangkan pidana yang dilakukan anak 

merupakan tindak pidana yang diancam 

dengan pidana mati atau pidana penjara 

                                                           
16

 Pasal 60 ayat 1, 2, 3, 4. Undang-Undang No. 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
17

 Pasal 61 ayat 1, 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak  
18

 Pasal 62 ayat 1, 2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 

seumur hidup, pidana yang dijatuhkan 

adalah pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun, dan penahanan terhadap 

anak hanya dapat dilakukan dengan syarat, 

anak telah berumur 14 (empat belas) tahun 

atau lebih dan diduga melakukan tindak 

pidana dengan ancaman pidana penjara 7 

(tujuh) tahun atau lebih.  

2. Mengenai mengadili anak yang berhadapan 

dengan hukum, sejak tahap penyidikan, 

penuntutan, dan pemeriksaan di 

persidangan diatur di dalam Undang-

Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak. Pada intinya sistem 

peradilan pidana anak wajib mengutamakan 

pendekatan keadilan restoratif, sistem 

peradilan pidana anak sebagaimana yang 

diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 

2012, penyidikan dan penuntutan pidana 

Anak yang dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, 

kecuali ditentukan lain dalam Undang-

Undang ini, dan persidangan Anak yang 

dilakukan oleh pengadilan di lingkungan 

peradilan umum.  

 

B. SARAN 

1. Demi untuk menjamin masa depan anak, 

atas hukuman penjara setengah dari 

hukuman pidana orang dewasa, bahkan 

pidana penjara 10 tahun yang dapat 

diterapkan kepada anak atas ancaman 

pidana mati dan seumur hidup, menurut 

Penulis tidaklah tepat. Untuk itu, diperlukan 

terobosan demi masa depan anak, misalnya 

anak yang duduk di bangku sekolah 

SMA/Sederajat atau berusia di atas 12 

tahun, apabila melakukan tindak pidana 

sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 81 

ayat 2 dan 6, Undang-Undang No. 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

pasti pendidikan atau sekolah dari pada 

anak tersebut putus atau tidak ada lagi masa 

depan, cukup dengan  hukuman tindakan 

sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang No. 11 Tahun 2012. Sedangkan 

untuk anak yang diduga melakukan tindak 

pidana yang sudah putus sekolah, 

dibutuhkan perhatian ekstra dari 

Pemerintah, misalnya menyekolahkan lagi 

anak yang sudah tidak sekolah, atau 

diperlukan tindakan ekstra dari Pemerintah 
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untuk bisa menghasilkan anak yang siap 

kerja, demi kelangsungan masa depan dari 

Sianak. 

2. Diharuskan bagi Pihak Pemerintah dan 

Lembaga pemerhati tentang anak agar 

supaya mengsosialisasikan tentang hak-hak 

anak sebagaimana yang diharuskan dalam 

Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem 

Peradilan Pidana Anak.     Karena faktor 

tidak efektifnya penerapan aturan tentang 

anak cenderung berbalik kepada Penyidik, 

Jaksa Penuntut, dan Hakim yang tidak 

mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan 

memahami masalah Anak, dan tidak 

mengikuti pelatihan teknis tentang 

peradilan Anak. Karena pastinya 

kepentingan dan hak-hak dari pada anak 

yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak terabaikan, terlebih khusus 

kepada Penyidik, Jaksa Penuntut, dan Hakim 

yang berada dipelosok-pelosok Pedesaan.    
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